BAB 6
SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari PKPA (Praktek Kerja

Profesi Apoteker) di Apotek Kimia Farma 407 Mulyosari pada
tanggal 10 Oktober 2016 hingga 12 November 2016:

1.

Tersedianya tempat khusus untuk konseling dapat memberikan
keuntungan dan kenyamanan bagi pasien, dimana pasien dapat
mengungkapkan tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya
dan obat-obat yang digunakan secara lebih terbuka. Apoteker
sendiri dapat memberikan informasi obat maupun swamedikasi
dengan lebih detail kepada pasien sebagai bentuk empati.
Dengan demikian peran apoteker dapat lebih dirasakan dan
lebih berfungsi.

Apoteker muda sebaiknya mengetahui dan mempelajari tentang
peraturan perundang-undangan terbaru, agar terhindar dari
masalah, dan juga mempelajari tentang manajemen apotek
sehingga dapat membuat apotek lebih maju.

Semakin mendekatkan diri kepada masyarakat dengan
melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti bakti sosial,
penyuluhan, senam lansia, dll agar semakin dekat dengan
masyarakat.

Calon apoteker harus belajar ilmu komunikasi agar dapat
berkomunikasi dengan baik kepada pasien, sehingga dapat
menyampaikan informasi tentang penggunaan obat secara

rasional.
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Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien
mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan
dapat menambah kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat
sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang
diharapkan.
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